
SALINAN

 
NOMOR 4/E, 2009  

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG 

NOMOR  5  TAHUN 2009 

TENTANG 

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   

WALIKOTA MALANG,   

Menimbang :

 

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif 

dan efisien dan berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance) di daerah, diperlukan jaminan kepastian 

penegakan hukum atas peraturan-peraturan di daerah; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008, untuk melakukan penyidikan terhadap 

pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh 

Pejabat Penyidik; 

c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang 

Nomor 11 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang 

dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan situasi dan 

kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);  

Mengingat :

 

1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-

Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551);   
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2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4484); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3258 ); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3354); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4428); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- 

undangan; 
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10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah 

Dalam Penegakan Peraturan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan 

Organisasi, Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan 

Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Malang                   

Tahun 2006 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah 

Nomor 36); 

15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1  

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 57);   

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG 

dan 

WALIKOTA MALANG  

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan :

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI 

NEGERI SIPIL (PPNS).          
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BAB  I 

KETENTUAN UMUM  

Pasal  1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang. 

3. Walikota adalah Walikota Malang. 

4. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai 

Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk 

melakukan penyidikan. 

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi 

wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap 

pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah. 

6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang 

terjadi dan guna menemukan tersangkanya.   

BAB  II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG  

Pasal  2  

PPNS dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Walikota.  

Pasal  3  

(1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan 

perundang-undangan daerah. 

(2) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat 

Perintah Penyidikan. 

(3) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani 

oleh atasan PPNS. 

(4) Dalam melaksanakan tugas PPNS dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.    


